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ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Pembatalan
Perkawinan Karena Tidak Ada Izin Poligami (Studi Putusan Nomor.

permohonan pembatalan perkawinan dalam putusan tersebut serta
Akibat Hukum di Pengadilan Agama sebagaimana dalam
753/Pdt.G/2010/PA.Tgr. Metode penelitian yang digunakan dalam
skripsi ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Hasil dari

kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mercka sebaik-
baiknya. Diharapkan sebelum melangsungkan perkawinan sebaiknya para pihak
harus memperhatikan syarat-syarat yang diatur dalam UU Perkawinan dan
Kompilasi Hukum Islam.

Kata Kunci : Pertimbangan Hukum, Pembatalan Perkawinan, Poligami

Mengesahkan:

Pembimbing Utams, Pembimbing Pembantu,

e

NIP. 196511011992032001

Ketua Bagian Hukum Perdata
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak mampu untuk
hidup sendiri, dan kodratnya sebagai makhluk sosial, manusia hidup
berdampingan dengan manusia lainya dan berupaya untuk hidup
senantiasa bersama serta mendapatkan keturunan dengan cara
melangsungkan perkawinan. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU-Perkawinan) dijelaskan
bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan
seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga
atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa”.

Pernikahan adalah "ikatan agama." Yang mengikat dan berakibat
pada hukum, menghubungkan laki-laki dan perempuan dengan ikatan
kodrat dan batin sebagai suami istri dengan tujuan yang suci dan mulia,

berdasarkan asas Tuhan Yang Maha Esa. Hubungan dengan agama atau



spiritualitas sedemikian rupa sehingga pernikahan tidak hanya memiliki

unsur lahiriah atau jasmani, tetapi juga unsur batiniah atau rohaniah®.

Salah satu asas yang tertuang dalam Undang-undang Perkawinan
adalah asas monogami, dimana seorang pria hanya boleh mempunyai
seorang istri begitupun sebaliknya dalam waktu tertentu. Asas monogami
di sini bersifat terbuka atau tidak mutlak. Asas monogami tidak mutlak
karena pada bagian lain dari Undang-undang ini dinyatakan bahwa
seorang suami boleh beristeri lebih dari seorang perempuan apabila
dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan yaitu istri pertama
memberi izin dan juga mendapat izin dari Pengadilan yang diatur dalam
Pasal 3 ayat (2), 4 dan 5 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan. > Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) “Pengadilan, dapat
memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang
apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.”

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-undang Perkawinan ;

(1) “Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang,
sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini,
maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah
tempat tinggalnya.

(2) Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin

kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

! Muhammad Syaifuddin.(2012). Pluralitas Hukum Perceraian, (Malang: Tunggal
Mandiri Publishing), him. 2

2 Notoprayitno, Maya 1.(2013).”Suaka dan Hukum Pengungsi Internasional”. Jurnal Cita
Hukum. Vol. 1. No. 1. Juni, him 144.



a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat
disembuhkan;

c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.”

Berdasarkan pada Pasal 5 ayat (1) dan (2) bahwa;

(1) “Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini,
harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;

b. adanya Kkepastian bahwa suami mampu menjamin
keperluankeperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;

c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap
isteriisteri dan anak-anak mereka.

(2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak
diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak
mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak
dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama
sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya
yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.”

Asas monogami sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-
undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pengecualiannya terdapat
dalam Pasal 3 ayat (2) dimana hal tersebut dapat dilakukan apabila

mendapatkan izin dari pengadilan dan pihak yang bersangkutan. Salah



satunya adalah perkawinan secara poligami. Secara etimologis, istilah
poligami berasal dari bahasa yunani terdiri dari dua pokok kata, yaitu Polu
dan Gamein. Polu berarti banyak, Gamein berarti kawin. Jadi Poligami
berarti perkawinan yang banyak. Pengertian etimologis tersebut dapat
dijabarkan dan dipahami bahwa poligami merupakan perkawinan dengan
salah satu pihak (suami) mengawini lebih dari seorang isteri dalam waktu
yang bersamaan. Artinya isteri- isteri tersebut masih dalam tanggungan
suami dan tidak diceraikan serta masih sah sebagai isterinya.’

Namun, hal ini tidak akan menjadi masalah besar jika pasangan
suami-istri tersebut memiliki tekad untuk menjalani pernikahan dengan
kesiapan mental dan kemampuan untuk saling memahami. Selain itu,
perkawinan poligami juga menjadi topik hangat dalam masyarakat.
Banyak pihak yang menolak, karena praktik poligami sering Kkali
menimbulkan dampak negatif seperti kurangnya kesetaraan di antara istri-
istri, serta pilihan suami untuk lebih memihak kepada istri kedua.* Untuk
mencegah dampak negatif yang dapat timbul dari perkawinan poligami,
seperti yang telah terlihat dalam kehidupan masyarakat, Undang-Undang
Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam memberikan pengecualian atau

persyaratan bagi suami yang ingin memiliki lebih dari satu istri.’

¥ Supardi Mursalim .(2007). Menolak Poligami Studi tentang Undang Undang
Perkawinan dan Hukum Islam (Yogyakarta : Pustaka Pelajar), him. 16

* Somieyati. (2006). Hukum Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan, (Jogjakarta:
Liberty) him. 10.

®> Umam, A. K. (2017). Pembatalan perkawinan karena tidak adanya izin poligami dalam
perspektif hukum Islam (studi Putusan Nomor 461/Pdt. G/2016/PA Mks) (Bachelor's thesis,
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).



Salah satu poligami yang dilakukan secara tidak sesuali
mengakibatkan batalnya ikatan perkawinan poligami tersebut. Hal ini
diatur berdasarkan Pasal 22 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang
Perkawinan yang menjelaskan bahwa “Perkawinan dapat dibatalkan,
apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan
perkawinan.” Maka dilakukannya Pembatalan,’ pembatalan poligami
ditegaskan pada Pasal 9 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang
Perkawinan yang menyatakan bahwa "Seorang yang masih terikat tali
perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal
yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.” Maka
dapat dilakukannya pembatalan.

Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tentang poligami dalam
Pasal 71 dan 72 yang berbunyi: Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila
“seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama dan
seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan
perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi
penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri." Dalam hal ini
istri berhak mendapatkan perlindungan hukum terhadap tindakan suami
yang melanggar ketentuan hukum.’

Pembatalan perkawinan, dalam esensinya, mengakibatkan

perkawinan yang telah terjadi dianggap tidak sah atau bahkan tidak pernah

® Susanto, S. (2019). Proses Penyelesaian Perkara Pembatalan Perkawinan Karena Tidak
Adanya Izin Poligami. Sol Justicia, 2(2), him. 168-177.

” Apriliah, M. (2017). Pembatalan perkawinan (fasakh) dengan alasan poligami tanpa
izin ditinjau dari perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia: Studi Putusan MA nomor
385K/AG/2009 (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).



terjadi sama sekali. Undang-Undang Perkawinan mengatur secara
komprehensif mengenai mekanisme pembatalan perkawinan, yang
dijelaskan mulai dari Pasal 22 hingga Pasal 28. Penjelasan mengenai
prosedur pembatalan perkawinan tersebut didetailkan dalam Pasal 27 dan
Pasal 28 dalam peraturan pelaksanaannya. Selain alasan tidak
memenuhinya syarat-syarat perkawinan, pembatalan perkawinan juga
dapat dipicu oleh perkawinan kedua yang dilakukan tanpa mendapatkan
izin dari istri pertama.

Dalam hal ini, pembatalan perkawinan menjadi opsi yang relevan
untuk menangani perkawinan yang tidak mematuhi ketentuan yang
berlaku. Dengan demikian, pembatalan perkawinan berperan dalam
memastikan bahwa setiap perkawinan mematuhi norma-norma dan
persyaratan yang telah ditetapkan, serta memberikan perlindungan kepada
pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan tersebut.

Sebagaimana dengan kasus yang akan dianalisis dalam penelitian
ini, dimana perkawinan antara Tergugat | dan Tergugat Il dibatalkan atas
dasar gugatan Penggugat sebagai istri pertama. Dalam kasus ini terjadi
peristiwa dimana Penggugat dan Tergugat I, yang adalah suami-istri sah
menurut akta nikah Nomor 2244/150/V/1995 tanggal 20 Mei 1995, telah
memiliki dua anak yaitu Farah Alyningtyas Ismail dan Fariz Brioputra
Ismail. Pada tanggal 17 Maret 2010, tanpa sepengetahuan dan izin
Penggugat, Tergugat | dan Tergugat Il telah melakukan pernikahan tanpa

izin poligami dan izin dari Mahkamah Agung Republik Indonesia



Pengadilan Agama. Tergugat | dan Tergugat Il telah memiliki buku nikah
dengan kutipan akta nikah Nomor 16/02/1\V/2010 tanggal 8 April 2010.
Turut Tergugat, yang merupakan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA)

Kecamatan Linggang Bigung, menjadi pihak yang melakukan pernikahan

antara Tergugat | dan Tergugat 11, padahal Tergugat | telah melakukan

pernikahan tersebut tanpa izin poligami dan izin dari Pengadilan Agama
setempat. Tindakan ini melanggar Pasal 9 jo. Pasal 24 Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 58 ayat (1) jo. Pasal 71 ayat (a)

Kompilasi Hukum Islam, karena tidak memperoleh izin poligami dari

Mahkamah Agung Republik Indonesia dan izin Pengadilan Agama.

Mahkamah Agung Republik Indonesia mempertimbangkan bahwa

Penggugat mengajukan alat bukti berupa surat-surat (P. 1 sampai dengan

P.18) serta menyajikan dua saksi. Setelah mengkaji surat gugatan dan

bukti-bukti terkait, mahkamah memberikan penilaian sebagai berikut:

1) Berdasarkan surat P.1, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat | masih
terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sesuai Pasal 2 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 5 dan 7 ayat (1)
Kompilasi Hukum Islam.

2) Berdasarkan surat P.2, terbukti bahwa Tergugat | telah menikah
dengan Tergugat Il pada tanggal 17 Maret 2010, sementara Tergugat |

masih dalam ikatan perkawinan dengan Penggugat.



3) Surat-surat P.3 hingga P.18 adalah dokumen administratif terkait
proses pernikahan calon mempelai pria dan wanita. Dari dokumen ini,
terlihat bahwa telah terjadi pemalsuan identitas dari Tergugat I, yang
mengaku bujangan padahal sudah memiliki istri dan anak. Berdasarkan
bukti surat dan kesaksian di persidangan, Mahkamah Hakim
menyimpulkan bahwa gugatan Penggugat terbukti, yaitu adanya
poligami yang tidak mengikuti prosedur hukum yang berlaku oleh
Tergugat | dan Tergugat I1.

Berdasarkan bukti yang ada, terungkap bahwa Tergugat | telah
melakukan pernikahan kedua dengan Tergugat Il dengan cara yang
melanggar hukum, termasuk pemalsuan identitas. Oleh karena itu, sesuai
dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,
pernikahan Tergugat | dan Tergugat Il tidak memenuhi syarat poligami
seperti yang dijelaskan dalam Pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974. Oleh karena itu, pernikahan tersebut dianggap batal secara
hukum dan berhak dibatalkan. Dengan dibatalkannya pernikahan Tergugat
| dan Tergugat Il yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama
Kecamatan Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat, maka akta nikah
Nomor 16/02/1\VV/2010 yang dikeluarkan oleh kantor tersebut pada tanggal
8 April 2010, menjadi tidak memiliki kekuatan hukum.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dijelaskan bahwa dalam putusan
Nomor  753/Pdt.G/2010/Pa.Tgr  terkait  pembatalan  perkawinan

berdasarkan alasan tidak adanya izin poligami, dalam hal ini akan diteliti



lebih lanjut mengenai pembatalan perkawinan yang dialami oleh Tergugat
I maupun Tergugat Il sehingga berdasarkan latar belakang masalah di atas,
membuat penulis tertarik untuk membahas terkait pembatalan perkawinan
yang ada dalam putusan ini. Dan mengkaji dari Pertimbangan Hukum dari
Hakim yang telah mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan
dalam Putusan Nomor 753/Pdt.G/2010/PA.Tgr dan akibat hukum di
Pengadilan Agama dalam putusan tersebut. Maka dari itu penulis memberi
judul skripsi ini “Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Pembatalan
Perkawinan Karena Tidak Ada lIzin Poligami).
B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana Pertimbangan Hukum dari Hakim yang telah
mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan dalam putusan
Nomor 753/Pdt.G/2010/PA.Tgr ?
2. Bagaimana Akibat Hukum di Pengadilan Agama sebagaimana
dalam Putusan Nomor 753/Pdt.G/2010/PA.Tgr ?
C. Tujuan Penelitian
1. Untuk menganalisis alasan pihak istri mengajukan pembatalan
perkawinan di Pengadilan Agama sebagaimana dalam Putusan
Nomor 753/Pdt.G/2010/PA.Tgr.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hukum dari hakim yang telah
mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan dalam putusan

Nomor 753/Pdt.G/2010/PA.Tqr.



D. Manfaat Penelitian
Penelitian ini merupakan sarana untuk memperkuat, membina serta
mengembangkan ilmu pengetahuan, oleh karena itu diharapkan agas
skripsi ini dapat memberi manfaat sebagai berikut:
1. Manfaat Teoritis
Penulisan skripsi ini diharapkan mampu untuk memberikan
sumbangsih  sebuah pemikiran bagi perkembangan ilmu
pengetahuan yaitu hukum perdata khususnya hukum perkawinan,
sehingga nantinya mampu memenuhi rasa keingintahuan para
pihak yang ingin mendalami mengenai Pembatalan Perkawinan
Berdasarkan Alasan Tidak Ada lIzin Poligami berdasarkan Studi
Putusan No. 753/Pdt.G/2010/Pa.Tgr. Selain itu juga dapat
memberikan masukan bagi para peneliti lainnya yang dapat
dijadikan bahan tambahan untuk mengembangkan penelitian
mengenai topik yang sama. Hasil penelitian ini dapat juga
dimanfaatkan sebagai bahan literatur tambahan dalam proses
belajar mengajar dikampus.
2. Manfaat Praktis
Penulisan skripsi ini dapat memberikan pemahaman kepada
masyarakat tentang aturan hukum perjanjian perkawinan dalam
undang-undang perkawinan mengenai Pembatalan Perkawinan
Berdasarkan Alasan Tidak Ada Izin Poligami. Selain itu penelitian

ini juga diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi
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praktisi hukum, seperti advokad, notaris, sehingga dapat
menunjang tegaknya keadilan bagi masyarakat.
E. Ruang Lingkup
Ruang lingkup berisikan batasan dari penulisan skripsi yang
dilakukan salah satunya dibatasi dengan membahas putusan No.
753/Pdt.G/2010/Pa.Tgr. Pembahasan berpedoman pada Undang-undang
No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
Pembahasan dilakukan dengan menganalisis perkawinan yang terjadi
antara pasangan suami istri yang tunduk pada hukum Islam karena
diselesaikan di Pengadilan Agama, dengan berpatokan pada Putusan No.
753/Pdt.G/2010/Pa.Tgr.
F. Kerangka Teori
1. Pertimbangan Hakim
Apabila akan memutuskan suatu perkara, majelis hakim haruslah
mempertimbangkan dengan sebaik mungkin agar dapat terwujudnya
suatu keadilan dan kepastian hukum. Dalam menentukan suatu putusan,
pertimbangan hakim harus dilaksanakan secara teliti agar tidak terjadi
kesalahan dalam memutuskan suatu perkara yang menimbulkan rasa
ketidakadilan dari orang lain.?
Putusan hakim menurut Laden Marpaung sebagaimana dikutip
oleh Andi Hamzah menyatakan bahwa "Putusan adalah hasil atau

kesimpulan dari suatu perkara yang telah dipertimbangkan dan dinilai

 Mukti Arto.(2004). Praktek Perkara Pengadilan Agama, Cet. Ke V, (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar), him. 140.
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dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tulisan maupun lisan.®
Putusan hakim merupakan puncak teratas dari suatu perkara yang
sedang di periksa dan diadili oleh hakim. Untuk dapat menentukan
terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim memerlukan salah satu
aspek yang sangat penting yaitu keadilan (ex aequo et bono) serta
memiliki nilai kepastian hukum, aspek yang penting itu adalah
Pertimbangan hakim. Selain itu, juga harus mengandung manfaat bagi
para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim harus
disikapi secara cermat, cerdas, tepat, dan hati-hati untuk kepentingan
para pihak. Pertimbangan hakim berhak dibatalkan oleh Pengadilan

Tinggi atau Mahkamah Agung jika tidak cermat, cerdas, dan baik.™

Selanjutnya, senyatanya pertimbangan hakim harus juga mencakup

tentang hal-hal sebagai berikut :

a. Pokok permasalahan terpenting yang tidak disangkal.

b. Putusan tersebut tunduk pada analisis hukum yang mencakup
semua aspek yang berkaitan dengan fakta persidangan yang
ditetapkan.

c. Terdiri dari seluruh dictum gugat yang mesti dipertimbangan
atau tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.™

Penulis menggunakan teori pertimbangan hakim ini digunakan

sebagai alat atau sarana untuk membahas dan menganalisis dasar

% Andi Hamzah, Hukum Acara Perdata,(Yogyakarta: Liberty), him.206
10 Mukti Arto, Loc.Cit.
" 1bid., him. 142.
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pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan Putusan Pengadilan
Agama Tenggarong Nomor. 753/Pdt.G/2010/PA.Tgr mengenai Perkara
Pembatalan Perkawinan Karena Tidak Ada Izin Poligami.

2. Konsep Perkawinan

Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan menyatakan
bahwa: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan
seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa."”

Menurut pendapat Peter Mahmud Marzuki, menegaskan bahwa
asas-asas hukum dapat saja timbul dari pandangan akan kepantasan
dalam pergaulan sosial, yang kemudian diadopsi oleh pembuat undang-
undang, sehingga menjadi aturan hukum, namun tidak semua asas
hukum dapat dituangkan menjadi aturan hukum."? Keberadaan asas
hukum adalah conditio sine quanon bagi norma hukum, karena
mengandung nilai-nilai moral dan etis, yang mengarahkan pembentukan
hukum yang memenuhi nilai-nilai filosofis berintikan rasa keadilan dan
kebenaran, nilai-nilai sosiologis yang sesuai dengan tata nilai budaya
berlaku di masyarakat, serta nilai-nilai yuridis yang sesuai dengan

hukum yang berlaku.™

12 peter Mahmud Marzuki.(2002). Batas-batas Kebebasan Berkontrak, (Majalah Yuridika,
Vol. 18,No. 3 Mei), him, 193-221.
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2.1 Asas Perkawinan
Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
yang mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan, prinsip dan asas yang telah disesuaikan dengan
zaman dan ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan adalah
sebagai berikut:*
1. Asas Perkawinan Kekal
Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa : "Perkawinan ialah
ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai
suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga)
yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa".
Setiap perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang
bahagia dan kekal. Artinya, perkawinan hendakya seumur hidup,
Hanya dengan perkawinan kekal saja dapat membentuk keluarga
yang bahagia dan sejahtera.
2. Asas Perkawinan Menurut Hukum Agama atau Kepercayaan

Agamanya

4 Rachmadi Usman.(2006). Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di
Indonesia,(Jakarta: Sinar Grafika),hlm, 264.
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Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa, Perkawinan
hanya sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing
agamanya dan kepercayaannya. Artinya, perkawinan akan dianggap
sah bilamana perkawinan itu dilakukan menurut hukum agama atau

kepercayaan agama yang dianut oleh calon mempelai.

. Asas Perkawinan Terdaftar

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa: "Tiap-tiap perkawinan
dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi
tiap-tiap perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-
masing agamanya dan Kkepercayaannya itu akan dianggap
mempunyai kekuatan hukum bilamana dicatat menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

. Asas Perkawinan Monogami

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa: "Pada
azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh
mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai
seorang suami dalam waktu yang bersamaan”. Undang-Undang

Perkawinan menganut azas monogami sehingga dalam waktu yang
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bersamaan seorang suami tau istri dilarang untuk menikah dengan
wanita atau pria lain.

5. Perkawinan Didasarkan pada Kesukarelaan atau Kebebasan
Berkehendak (Tanpa Paksaan)
Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa:
"Perkawinan harus berdasarkan persetujuan kedua calon mempelai”.
Perkawinan merupakan salah satu hak asasi manusia, oleh karena
itu suatu perkawinan harus didasarkan pada kesukarelaan masing-
masing pihak untuk menjadi suami-istri, untuk saling menerima dan
saling melengkapi satu sama lainnya, tapa da suatu paksaan dari
pihak manapun juga.

6. Keseimbangan Hak dan Kedudukan Suami-istri
Berdasarkan ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa: "Hak dan
kedudukan suami-istri dalam kehidupan rumah tangga maupun
masyarakat adalah seimbang. Suami-istri dapat melakukan
perbuatan hukum dalam kerangka hubungan hukum tertentu. Suami
berkedudukan sebagai kepala rumah tangga dan istri berkedudukan
sebagai ibu rumah tangga.” Dalam memutuskan segala sesuatu,
maka dirundingkan bersama-sama antara suami-istri.

7. Asas Tidak Mengenal Perkawinan Poliandri

16



Berdasarkan Ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang tidak membolehkan adanya
perkawinan poliandri, dimana seseorang wanita hanya memiliki
seorang suami pada waktu yang bersamaan.
8. Asas Mempersukar Terjadinya Perceraian
Sejalan dengan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang
bahagia, kekal dan sejahtera maka UUP menganut prinsip yang
mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan
perceraian maka harus ada alasan-alasan tertentu dan di depan
sidang pengadilan. Rasio yuridis asas mempersulit perceraian
adalah sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri. Prinsip ini
secara tegass diatur dalam ketentuan Pasal 39 UUP."
3. Teori Pembatalan Perkawinan
Pembatalan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Bab
IV Pasal 22 sampai dengan Pasal 28. Sementara dalam Kompilasi
Hukum Islam diatur pada Bab XI Pasal 70 sampai dengan Pasal 76.
Dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan dijelaskan bahwa Perkawinan dapat dibatalkan, apabila

15 Sri Turatmiyah, Muhammad Syaifuddin, Annalisa Y., Arfianna Novera. (2019). Buku
ajar seri hukum perkawinan : hukum perkawinan Indonesia serta analisis perjanjian perkawinan
pasca putusan MK no. 69/PUU-VII1/2015, (Palembang : Fakultas Hukum. Universitas Sriwijaya),
him 50-53.
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para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan
perkawinan. Pada penjelasannya kata “dapat” dalam pasal ini bisa
diartikan bisa batal atau tidak batal, bilamana ketentuan hukum
agamanya tidak menentukan lain.

Perkawinan yang tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan
dalam undangundang yang berlaku maka dianggap sebagai tindakan
melanggar hukum. Berkaitan dengan syarat perkawinan yang tidak
terpenuhi, suatu perkawinan jika belum dilaksanakan dapat dilakukan
dengan cara pencegahan perkawinan, sedangkan apabila sudah terjadi
suatu perkawinan, dapat dilakukan dengan cara pembatalan
perkawinan.

Menurut Soedaryo Soimin sebagaimana dikutip oleh Mucchlis
Marwan dan Thoyib Mangkupranoto, Pembatalan perkawinan adalah
tindakan putusan pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang
dilakukan itu tidak sah, akibatnya ialah bahwa perkawinan itu dianggap
tidak pernah ada.’* Menurut Bakri A.Rahman dan Ahmad Sukardja
pembatalan perkawinan ialah suatu perkawinan yang sudah terjadi
dapat dibatalkan, apabila pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk
melangsungkan perkawinan, dan pembatalan suatu perkawinan tersebut

hanya dapat diputuskan oleh pengadilan.*’

' Muchlis Marwan dan Thoyib Mangkupranoto, Hukum Islam 11, (Surakarta: Buana
Cipta, 1986), him.2.

7 Bakri A.Rahman dan Ahmad Sukardja, Hukum menurut Islam, UUP dan
HukumPerdata/BW, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1981), him. 36
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Istilah batalnya perkawinan dapat menimbulkan salah paham,
karena terdapat berbagai ragam tentang pengertian batal (nietig)
tersebut. Batal berarti nietig zonder kracht (tidak ada ketentuan) zonder
waarde (tidak ada nilai). Dapat dibatalkan berarti nietig verklaad,
sedangkan absolut nietig adalah pembatalan mutlak. Istilah dapat
dibatalkan dalam Undang-undang Perkawinan ini berarti dapat
ditafsirkan, jadi relatif nietig. Dengan demikian perkawinan dapat
dibatalkan berarti sebelumnya telah terjadi perkawinan lalu dibatalkan
karena adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan tertentu.*®

Apabila perkawinan dapat dibatalkan berarti sebelumnya telah
terjadi perkawinan lalu dibatalkan karena adanya pelanggaran terhadap
aturan-aturan tertentu. Ada kesan pembatalan perkawinan ini terjadi
karena tidak berfungsinya pengawasan baik dari pihak keluarga atau
pejabat berwenang perkawinan itu terlanjur terlaksana kendati setelah
itu ditemukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perkawinan.*®

Hukum Islam hanya mengenal perkawinan yang sah dan tidak sah.
Perkawinan yang tidak sah dianggap perkawinan itu tidak pernah ada,
sedangkan yang sah hanya mungkin putus karena kematian, talak, khulu
pelanggaran taklik talak, dan fasakh. Istilah fasakh secara bahasa,

menurut pendapat Ibnu Mundzir sebagaimana dikutip oleh Muhammad

'8 Martiman Prodjohamidjojo, Hukum Perkawinan Indoensia, (Jakarta:Indonesia Center
Publishing, 2002), him. 25

% Amir Nuruddin dan A.A. Tarigan. Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis
Perkembangan, (Jakarta: Prenada Kencana, 2004), him.54.
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Bagir Al-Habsyi dalam Lisanul arab menyatakan pembatalan
perkawinan dengan istilah fasakh yang berarti batal. %

Secara istilah pembatalan perkawinan atau fasakh adalah lepas atau
batalnya ikatan perkawinan antara suami dan istri, adakalanya
disebabkan hal-hal yang mendatang yang menyebabkan akad nikah
tersebut tidak dapat dilanjutkan. Pembatalan perkawinan adalah

pembatalan hubungan suami istri sesudah dilangsungkan agad nikah.?

G. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah
penelitian normatif. Penelitian Normatif merupakan penelitian hukum
yang mana proses dilakukannya dengan cara meneliti bahan pustaka
atau data sekunder.?? Penelitian normatif juga disebut sebagai
penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki,
penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan
suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin

hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.?

0 Muhammad Bagjir Al-Habsyi, Figh Praktis (Menurut al-Qur “an, As-Sunnah dan
pendapat para Ulama) (Bandung: Mizan, 2002), him. 218.

2L Ali Zainuddin, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007),
him.37

22 S0erjono Soekanto & Sri Mamudiji.(2003). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan
Singkat, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), him. 13

*3 peter Mahmud Marzuki.(2010). Penelitian Hukum, (Jakarta:Kencana Prenada), him.
35.
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2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)

Pendekatan Perundang-undangan atau statue approach merupakan
pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua Undang-
Undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang

sedang dihadapi.?* Maka dalam hal ini penulis memilih;

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
yang mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

3. Kompilasi Hukum Islam (KHI).

b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan konseptual dimana penelitian dilakukan dengan
memahami doktrin dan pandangan yang berkembang dalam hukum.
Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin tersebut, maka
akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian dan pandangan
konsep dan prinsip hukum yang relevan yang memperjelas gagasan
dan menyampaikan pemahaman hukum sejalan dengan masalah

penelitian hukum.”® Dalam penelitian ini, penulis menggunakan

2% bid, hlm. 93.
2 |bid,hlm, 93.
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pendekatan konseptual terhadap ajaran, pandangan, teori, dan asas

hukum menurut UU Perkawinan.
c. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pada Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus
terkait dengan isu yang sedang dihadapi, dan telah menjadi putusan
yang mempunyai kekuatan hukum tetap.?® Serta hal-hal pokok dikaji
dalam setiap putusan adalah pertimbangan hukum hakim sampai pada
suatu keputusan sebagai dasar argumentasi dalam memecahkan kasus

tersebut.

3. Sumber Bahan Hukum
Bahan hukum sebagai bahan hukum yang digunakan untuk
mrndukung sebuh penelitian serta agar mampu menjawab setiap
permasalahan pada penelitian ini. Adapun Bahan hukum dalam
penelitian ini sebagai berikut;*’
a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer merupakan bagan hukum yang bersifat
mengikat bagi setiap orang, terdiri dari:
1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan yang mana telah diubah dengan Undang-

?®Jhoni Ibrahim.(2006). Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, (Malang:
Banyumedia), him. 301
27 Abuddin Nata, Op.Cit, him. 141-143

22



Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan
3. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang
Kompilasi Hukum Islam (KHI). Lembaran Lepas
Sekretariat Negara Tahun 1991. Kompilasi Hukum Islam.
4. Putusan Pengadilan Agama Tenggarong
Nomor. 753/Pdt.G/2010/PA.Tgr.
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang tidak mengikat
yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer
yang didapat dari pendapat para ahli, contohnya jurnal-jurnal
hukum, pendapat pakar hukum, buku, dan sebagainya.?®
c. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang
memberikan penjelasan atas bahan hukum primer yang terdiri
dari kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, ensiklopedia

dan lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Bahan-Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan dalam penelitian ini dilakukan melalui

pengumpulan informasi yang di dapat dari berbagai sumber baik dari

%8 Soerjono Soekanto dan Sri Mamuiji, Op.Cit., him, 52.
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peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, publikasi, dan hasil
penelitian sering disebut sebagai studi kepustakaan (library
research).”® Studi kepustakaan adalah pengumpulan data-data yang
tertulis dilakukan dengan cara menganalisis dari bahan hukum primer,

bahan hukun sekunder, dan bahan hukum tersier.*°

Analisis Bahan Hukum

Dalam pengumpulan data dengan menerapkan analisis yang
menggunakan metode kualitatif secara deskriptif dapat diartikan
sebagai teknik dalam menguraikan data yang dibantu dengan teori-
teori sebagai penguat data tersebut guna menciptakan suatu kalimat
yang tersusun secara sistematis agar dapat memperoleh suatu
kesimpulan.*'Deskriptif adalah untuk membuat deskripsi disusun
secara sistematis dengan diperjelas secara terperinci fakta-fakta, sifat-
sifat serta hubungan antara topik dengan permasalahan yang dibahas.*
Teknik Penarikan Kesimpulan

Secara umum penarikan kesimpulan dapat diartikan sebagai tahap
akhir dari suatu tahapan pengolahan data, berupa metode yang
digunakan guna mencari tau memahami maksud dari suatu keteraturan,
pola-pola, penjelasan, dan lain sebagainya. Berdasarkan hal ini, penulis

menggunakan metode penarikan kesimpulan induktif yang dimana

106.

2 zainudin Ali.(2007). Hukum Perdata di Indonesia,(Jakarta: PT Sinar Grafika), him.

%0 peter Marzuki, Op.Cit., him, 29.
3 Soerjono Soekanto. (2014). Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : Universitas

Indonesia), hIm.98

*2 Moh. Nazir.(2003). Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia), him, 16.
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penulis akan menjelaskan terlebih dahulu hal-hal yang bersifat khusus
kemudian setelahnya akan menjabarkan hal yang bersifat umum guna

mendapatkan suatu inti pembahasan yang detail dan terstruktur.*

% |bid, 145.
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